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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Penerapan daluwarsa penuntutan dalam KUHP, bahwa pada dasarnya
semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di
muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara
khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan
penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut
pidana hapus karena daluwarsa. Selain alasan untuk kepastian hukum,
prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam
hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada
dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa
sebagaimana kejadian senyatanya (materiele waarheid) pada waktu
kejadian yang sudah berlalu. .Pengungkapan peristiwa itu memerlukan
bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-
undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem
penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk
memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi
akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian

yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti,
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dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah
atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama
memperkecil keberhasilan, bahkan dapat. menyebabkan kegagalan dari
suatu pekerjaan penuntutan.

Ditinjau dari hukum Islam terhadap penerapan daluwarsa penuntutan
dalam KUHP tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam. Dalam hukum
Islam, daluwarsa hanya masuk dalam bagian yang menghapuskan hak
untuk melaksanakan hukuman. Dengan demikian dalam perspektif hukum
pidana Islam, setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan
terhadap perbuatan pidana itu belum sampai dijatuhi hukuman, maka
meskipun sudah daluwarsa, pidana tidak menjadi hapus. Ini berarti orang
yang melakukan tindak pidana kapan waktu saja dapat dituntut atau
perkaranya dapat diadili. Sedangkan daluwarsa hanya berlaku manakala
tindak pidana yang telah dilakukan seseorang itu telah mendapat putusan
hakim sehingga orang tersebut harus menjalani hukuman sebagai maha
yang telah dijatuhkan hakim. Namun berhubung daluwarsa maka
pelaksanaan hukuman menjadi hapus. Dengan demikian orang yang telah
dijatuhi hukuman itu bebas dari menjalankan hukuman yang telah
dijatunkan. Dalam hukum pidana Islam, daluwarsa hanya bermata satu
karena daluwarsa hanya berfungsi menghapuskan pelaksanaan hukuman
namun tidak menghapuskan penuntutan pidana. Sedangkan dalam KUHP,

daluwarsa bermata dua yaitu dapat menghapuskan hak untuk menuntut
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pidana juga dapat menghapuskan hak negara mengeksekusi orang yang

telah dijatuhi hukuman tersebut.

B. Saran-Saran

Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya
pembentuk undang-undang meninjau kembali penerapan tentang daluwarsa

dengan membanding pada konsep daluwarsa dalam hukum pidana Islam.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat
dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis
menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam
paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada
gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca

menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.



